
GUBERNUR PAPUA

PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI KOMUNITAS ADAT TERPENCIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

Menimbang : a. bahwa sesuai semangat dan norma hukum yang terkandung dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, maka untuk
mengatasi masalah mendasar di bidang pendidikan yang dialami oleh
orang asli Papua secara personal maupun komunitas, diperlukan suatu
perlakuan afirmatif yang tepat sasaran, sehingga orang asli Papua yang
mengalami masalah pendidikan memperoleh kesempatan yang layak
untuk menjadi manusia Indonesia yang cerdas, bermartabat dan mampu
bersaing pada taraf nasional dan internasional;

b. bahwa penyelenggaraan pendidikan di Papua belum mampu menjawab
berbagai masalah dan tantangan selaras dengan dinamika kebutuhan
kehidupan lokal, nasional dan internasional melalui pembangunan
kualitas sumber daya manusia Indonesia yang cerdas, berkarakter dan
bermartabat;

c. bahwa orang asli Papua sebagai bagian integral dari warga negara
Indonesia memiliki hak konstitusional untuk memperoleh pendidikan
berkualitas dan sejajar dengan kualitas penyelenggaraan pendidikan di
wilayah Indonesia lainnya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Khusus
Provinsi Papua tentang Pelayanan Pendidikan Bagi Komunitas Adat
Terpencil;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi
Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4884);
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4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra
sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor
37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar
Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga
Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3485);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta
Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3485);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4014);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5157);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

20. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun
2013 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

dan

GUBERNUR PAPUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KHUSUS TENTANG PELAYANAN
PENDIDIKAN BAGI KOMUNITAS ADAT TERPENCIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Khusus ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.

3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten di wilayah Provinsi Papua.

4. Gubernur ialah Gubernur Papua.

5. Dinas adalah perangkat Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.

6. Komunitas Adat Terpencil, yang selanjutnya disingkat KAT adalah orang asli Papua yang
bermukim di wilayah yang sulit dijangkau melalui akses komunikasi, transportasi, maupun
prasarana dan sarana sehingga kesulitan memperoleh hak untuk menempuh jenjang dan jenis
pendidikan formal dengan syarat yang berlaku secara nasional.

7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

8. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi
diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

9. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat
perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
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10. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan
suatu satuan pendidikan.

11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan
pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

12. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah,
berbentuk Sekolah Dasar (SD) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah
Pertama (SMP), atau bentuk lain yang sederajat.

13. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas
pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

14. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat
dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

15. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan
formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

16. Sekolah Menengah Pertama, selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan
pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar
sebagai lanjutan dari SD, atau bentuk lain yang sederajat.

17. Kolese Pendidikan Guru yang selanjutnya disingkat KPG adalah Sekolah Menengah Atas
dengan muatan kurikulum dan metode pengajaran yang secara khusus bertujuan mendidik
calon guru Sekolah Dasar Kecil, sehingga terwujud standard kualitas proses dan lulusan yang
sejajar dengan lembaga pendidikan dasar secara nasional.

18. Akademi Komunitas adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi
setingkat diploma dua dalam cabang ilmu pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga
guru.

19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan
pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu dengan memperhatikan nilai-nilai
kearifan lokal.

20. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penerapan mutu
pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis
pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

21. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan
berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditetapkan.

22. Standar pendidikan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam
pelaksanaan pendidikan, yang berlaku dan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau
satuan pendidikan di daerah.

23. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen-komponen sistem
pendidikan pada satuan/program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar
proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

24. Tenaga Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan
proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.

25. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri
melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

26. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai tetap yang diangkat
sebagai PNS oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

27. Pegawai Non-Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Non-PNS adalah pegawai tidak
tetap yang diangkat oleh satuan pendidikan atau badan hukum penyelenggara pendidikan
atau Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan Perjanjian Kerja.

28. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat
atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
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29. Kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan.

30. Orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia dan/atau orang yang
diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.

BAB II
FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Pelayanan pendidikan KAT berfungsi menegakan hak konstitusi orang asli Papua dalam usia
wajib belajar.

(2) Pelayanan pendidikan KAT bertujuan memenuhi hak konstitusional sebagai warga negara
dalam memperoleh pendidikan di bidang pendidikan melalui perlakuan yang layak untuk
mengembangkan kemampuan dan bentuk watak sebagai manusia Indonesia yang cerdas dan
bermartabat sehingga mampu bersaing pada taraf nasional dan internasional.

BAB III
KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH

PROVINSI DAN KABUPATEN
Bagian Kesatu

Pemerintah Provinsi
Pasal 3

Pemerintah Provinsi berwenang :

a. menyelenggarakan pendidikan dasar formal dan non formal bagi KAT;

b. menyelenggarakan pendidikan pada KPG atau Akademi Komunitas;

c. menetapkan standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan pendidikan dasar formal dan
non formal bagi KAT;

d. menetapkan standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan pendidikan pada KPG atau
Akademi Komunitas;

e. menetapkan kuota penerimaan calon peserta didik KPG; dan

f. fasilitasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan KAT.

Pasal 4

Pemerintah Provinsi wajib :
a. melakukan supervisi dalam penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal bagi KAT

untuk menjamin lulusan yang bermutu;

b. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan formal dan nonformal bagi KAT dengan
menyediakan pendidik yang profesional sesuai kebutuhan, perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi;

c. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan pada KPG atau Akademi Komunitas sesuai
kebutuhan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

d. menjamin ketersediaan pendidik pada pendidikan formal dan nonformal bagi KAT;

e. menjamin ........./6


